
BUPATI PINRANG 
PROVINS! SUV.WES! SEV..TAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR '3 TAHUN 2023 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASJ, TI.JOAS DAN FUNOSI 
SERTA TATA KERJA SATIJAN POLIS! PAMONO PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN 

DANPENYELAMATAN 

DENOAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Kcdudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi, Scrta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, 
Pemadam kebakaran dan Pcnyelamatan telah ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 52 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungai Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, 
Pemadam Kebakaran dan Penyc!amatan; 

b. bahwa Peraturan Bupati scbegaimana dimaksud daJam 
huruf a, sudah tidak scsuai lagi dengan pcrkembangan 
dinamika pcnyelenggaraan pemerintahan daerah serta 
perkembengan peraturan pcrundang-undangan dan 
kebutuhan pcnyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan 
Polisi Pamong Praja, Pemadam Kcbakaran dan 
Penyelamatan, schingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasa.rkan pcrtimba.ngan scbegaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, pcrlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kcdudukan, Susunan Orga.n.isasi, Togas 
dan Fungsi scrta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, 
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 

l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 l Nomor 82, 
Tambe.ban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) scbegaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubehan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembe.ran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lemberan Negara Republikl 
Indonesia. Nomor 5494); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penctapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemcrintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengga.ntl Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor6856J; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diuba.h dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lemba.ran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor I I Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dnn 
Reforrruui Btrokraei Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 
Kerja pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Serita Negara Republik lndonema Tahun 2022 
Nomor 1811; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun \ 2020 Nomor 6). 

\ 
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MEMUTI.JSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANO KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUOAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
SATI.JAN P()USI PAMONG PRAJA, PEMAOAM KEBAKARAN 
DAN PENYELAMATAN. 

BAB I 
KETENTIJAN UMUM 

Pua! I 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimakaud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Plnrang. 
2. Bupatl. adalah Bupati Pinrang. 
3. Sekretaria Oaerah adalah Sektttaris Daerah K.abupatcn Pinrang. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang. 
5. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan Kabupaten Pinrang 
6. Kepala Satuan adalah Kepa]a Satuan Pohsi Pamong Praja, Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pinrang. 
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembmaan 
manajernen ASN di instansi pemerintah eeeuar dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

B. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK ada1ah 
Bupati Pinrang. 

9. Aparatur Siptl Negara adalah istilah kelompok profeai be.gi pegawai· 
pegawai yang bekerja pada lnstansi Pemerintah baik di tingkat Pusat 
maupun Daerah. 

10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat 
yang mempunyai kewenangan melaksanaka.n proses pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN eesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang·undangan. 

11. Kelompok Jabat.an Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi 
rungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan funpional yang 
berdaaarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

12. Togas adalah lkhtisar dari keseluruhan tu gas jabs.tan. 
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugae. 
14. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan ataa aemua tugas jabatan 

yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegangjabatan. 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Paw 2 
Saluan eebagaimana dimaksud dalarn Pase.I 1 angka 5, dipimpin o\eh Kepala 
Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui f Sekretaris Daerah. l 
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BAB III 
SUSUNAN OROANISASJ 

Pasal 3 
(I) Susunan Organisasi Satuan terdiri atas: 

a. Kepala Satuan, 
b. Sekretariat ten:liri atas: 

I. Subbagi.an Program; 
2. Subbagian Umum, Kepcgawaian, dan Hukum; dan 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Penegakan Perundang- undangan Oaerah terdiri atas. 
I. Seksi Pcnyelidikan dan Penyid1kan; dan 
2. Seksi Pemberdayaan Penyidik Aparatur Sipil Negara. 

d. Bidang Ketertiban Umum dan kctcnteraman Masyarakat tercl!ri atas. 
1. Seksi Opcrasi dan Pengendalian , dan 
2. Seksi Kerjasama dan Perbantuan. 

e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas: 
1. Sekai Pcmadam dan Penanggulangan Kebaka.ran; dan 
2. Sekai Pelatihan dan Penccgahan Kebakaran. 

f. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri ataa: 
I. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan 
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelakaana. 
(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan eebagaimana dimaksud pads ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidal< terpisa.hkan 
dari Pcraturan Bupati ini. 

BABIV 
nJGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 

Bagian Kesa.tu 
Kepala Satuan ...... 

(11 Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan 
urusan pemerinta.han di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, 
Pcrlindungan Masyarakat serta Kebakaran yang menjad1 kewenangan 
Daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati kepadanya 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagrumana dimaksud pada ayat (I), 
Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi : 
a perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat &erta Kebaka.ran; 
b. pelakaanaan kebijakan urusan pcmerintahan bklang Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Kebakaran; 
c. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan 

pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, 
Perlindungan Masyarakat eerte Kebakaran; 

d. pelakaanaan administrasi Satuan; dan 
e. penyelenggaraan !ungsi lain yang dibcrikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian tugaa Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat {I), 

mehputi; 
a. menyuaun rencana kegiatan dinaa sebagai pedoman dalam 

pelakaanaan tugas; t b. mendistribuSlkan dan membcri petunjuk pelaksanaan tugas; 

-- 
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c. memantau, mengawasi dan mengevalua.si peteksanaan tug.as dalam 
lingkungan Satuan untuk mengetahui pcrkemba.ngan pelaksanaan 
tuga.s; 

d. menyusun rancanga.n, mengorekai, memaraf dan/atau 
menandatangani naakah dinas, 

e. mengikuti rapet-rapat sesuai bidang tugasnya; 
r. mcrumuskan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan 

Reneana Kerja Anggaran Satuan; 
g. merumuskan kebijakan teknis di bidang Ketentenunan dan 

Kctertiba.n Umum, Perlindungan masyarakat serta Kebakaran; 
h. mengoordinir Penyelengga.m.an Survey Kepuasan Ma:,yarakat dalam 

lingkup Satuan; 
i. menyelenggarakan pcmbinaan terhadap pcnyusunan Japoran Sta.ndar 

Pelayanan Minimal di btdang Ketenteraman dan Ketertiba.n Umum, 
Perlindungan Masyarakat serta Kcbakaran ; 

J· melakukan koordinaai clan konsultasi dengan Kementerian, 
Pemerintah Provins1 dan Satuan Kerja Perangkat Daerah unit kerja 
terkait dala!n rangka kelancaran tugas; 

k. menetapkan Standar Pelayanan dalam lingkup Satuan; 
I. mcmbina pclaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemcrintah dalam 

lingkup Satuan; 
m. mengoordinir penyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah 

satuan; 
n. mereneanakan dan merumuakan kebijakan teknis bidang 

Ketentenunan dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta 
Kebakaran; 

o. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perhndungan Masyarakat serta 
Kebakaran; 

p. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

q. menyelcnggarakan perencanaan kebijakan program, kegiatan, 
keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan 
satuan; 

r. menyusun lsporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Satuan dan 
memberikan saran pert!mbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumuaan kebjjakan: 

a. menyelenggarakan pembinaan 1erhadap penyusunan Standar 
Operasional Proaedur dalam lingkup Satuan; 

t. menyelenggarakan monitoring, evaJuasi dan pengawaaan 
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v. menilai kinerja Pegawai Apa.ratur Sipil Negara eeeuer Peraturan Per 
Undang-undangan; 

w. menyusun lsporan hasil pelaksanaan tugae Kepala Satuan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Ata!IUI sebagai bahan 
perumuaa.n kebijakan; dan 

:,i:. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan ataaan 
� 

sesuai dengan bidang tugaanya. 
\ 
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sesuai dengan bidang tugaanya. 
\ 
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Bagian Kedua 
Sckrctariat 

Pa,ai 5 
(1) Sckretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu 

Kcpe.la Satuan da.Iam melaksanakan koordinasi kegiatan, membenkan 
pelayanan tcknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, 
umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkup Satuan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads ayat {I/, 
Sckretaris menyelenggarakan rungsi : 
a. pengoordinaS1an pelaksanaan tugas dalam lingkup Satuan: 
b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan dalam lingkup 

Satuan; 
c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum dalam 

lingkup Satuan; 
d. Pengccrdinasian penge\olaan administraai keuangan dalam Jingkup 

Satuan; dan 
e. penyelenggaraan fungsi lam yang dibcrikan oleh pimpinan sesuai 

dcngan tugas dan Iungatnya, 
(3) Umian tugas Sckretaris sebagaimana dimakaud pada ayat (II, meliputi : 

a. menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam 
pelakaanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelakaa.naan tugas; 
c. memantau, mengawasi de.n mengeva]uasi pc:laksana.an tugas dalam 

lingkungan Satuan untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tu gas; 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. memba.ntu Kepala Satuan merumuska.n menetapkan Rencana 

Strategie, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Poliar 
Pa.mong Praja; 

g. melakaanakan Survey Kepuaaan Masyarakat dalam lingkup Satuan; 
h. menyueun dan membuat Laporan Kinerja [nstansl Pemerintah satuan; 
i. mengoordinir penyusunan L..aporan Standar Pelayanan Minimal 

lingkup Satuan; 
J. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Satuan 

sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisa.si dan simplifikasi 
pc:Jakaanaan kegiatan; 

k. mengoordinasikan dan melaksanakan pc:nyusunan, program, 
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja 
satuan; 

I. mengoordinasikan dan melaksanakan pela,yanan administrasi umum, 
kepegawaian dan hukum dalam lingkup Satuan; 

m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi 
keuangan; 

n. menyclenggarakan dan mengoordinasikan administra.si pengadaan, 
pemeliharaan dan penghapuaan barang; 

o. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan 
tatalakaana; 

p. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan dalam lingkup 
Satuan; 

q. mengoordinasikan pelaksanaan Penila.ian Mandiri Pclakaanaan 
Reformasi Birokrasi dalam lingkup Satuan; 

r. menyelenggarakan fungsi Pejabat Penge!ola lnformasi dan 4 
Dokumentasi dalam lingkup Satuan; \ 
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s. menyusun \aporan hasil pelaksanaan tugas Sektttariat dan 
memberikan saran pertimba.ngan kepada atasan aebagai bahan 
perumusan keb1jakan; 

t. memfasilitasi pelaksanaan Sistem Pcngendalian Intern Pemerintah 
dalam lingkup Satuan; 

u. menyusun Standar Operasional Proseclur sesuai rincian tugas dan 
melakukan evaluasi Standar Operaeicnal Prosedur dalam lingkungan 
Satuan; 

v. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawuan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Penegakan Perundang­ 
undangan Daerah, Ketertiba.n Umum dan ketenteraman Masyarakat, 
Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat; 

w. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelcnggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Ketcntraman dan Ketcrtiban Umum 
serta Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketentraman dan 
Ketertiban Umum sert.a sub uruaan Kebakaran; 

x. menilai kincrja Pegawai Aparatur Sipil Negara aesuai ketentuan 
Pcraturan Per Undang-undangan; 

y. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Satuan dan 
memberikan saran pertimba.ngan kepada Atasan scbagai bahan 
perumuaan kebijakan; dan 

z. menyelenggarakan tugaa kedinaaan lain yang diperintahkan atasan 
scaua.i dengan bidang tugaanya. 

-· Subbagian Program 

Pual6 
(I) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian Program mempunyar 

tugas membatu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan 
penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan 

(2) Uraian tuga.s Kepala Subbagian Program scba.gaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program scbagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 
b mendiaaibusikan dan memberi petunjuk pelakaanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelakaanaan tugas dalam 

lingkungan Satuan untuk mengetahui perkembangan pe[aksanaan 
tu gas, 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naska.h dinas; 

e. mengikuti rapat-repat sesuai bidang tugaanya; 
f. membantu Sekretaris merumuskan Visi dan Misi scrta Rencana 

Strategis dan Rencana Kerja Satuan; 
g. menyusun dan membuat dokumen Laporan Kinerja Jnstansi 

Pcmerintah Satuan; 
h. menyusun lapore.n Standar Pelayanan Minimal lingkup Satuan; 
i. mengoordinasikan, menyiapkan bahan data dan infonnasi program 

dan melakukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan: 
J. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja; 
k. mengumpulkan bahan dan menyusun lapore.n perjanjian kinerja 

aatuan; 
I. mengumpulkan bahan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan I dalam lingkup Satuan; 
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m. menyusun laporan hasli pelaksanaan tugas Subbagian Program dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atesan sebagai bahan 
perumusan kebijakan: 

n melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran dalarn lingkup Satuan; 

o. menyusun Standar Operaaional Prosedur sesuai rincian tugas dan 
melakukan evaluasi Standar Operaaional Prosedur; 

p. melakukan koordinaai dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 
dan non pemerintah dala.m rangka penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan bidang Kctentraman dan Kctertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat, sub umsan Ketentraman dan Keteniban 
Umum aerta sub urusan Kebakaran; 

q. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyclenggaraan 
kebijakan teknia di Bidang Subbagian Program, 

r. menilai kincrja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

s. menyusun Japoran ha&il pelaksanaan tugas Kepala Satuan dan 
mcmberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

t. melaksanakan tugas kcdiruuan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

,,..._2 
Subbagian Umum, Kcpegawaian Dan Hukum 

Paaal 7 
(1) Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum diprmpm oleh Kepala 

Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum mempunyai tugas 
membantu Sekretaria dalam mengumpulkan bahan dan melakukan 
urusan kc:tatausahaan, pelayanan infonnasi, adminlstrasi pengadaan, 
pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan ruma.h tangga scrta 
mengelola admimatraai kepegawaian dan hukum dalam lingk:up Satuan. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1 ), meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendisuibusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaa; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingk:ungan Satuan untuk mengctahui perkembangan pela.ksanaan 
tugas; 

d. menyusun nmcangan, mengorcksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naakah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat scsuai bidang tugaanya; 
r. melakaanakan dan mengevaluasi pelaksa.naan Survey Kepuasan 

Masyarakat lingkup Satuan; 
g. membantu Sekretaris menyusun dan membuat Laporan Analisia 

Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan; 
h. melakukan pengklasifikasian surat menurutjenisnya; 
1. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas dalam lingk:up Saluan; 
J· menyiapkan b6han dan menyusun administrasi pengadaan, 

pendisuibus1an, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 
barang; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisaa.i barang scrta ' menyuaun laporan barang inventaris; 

. 8. 

m. menyusun laporan hasli pelaksanaan tugas Subbagian Program dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atesan sebagai bahan 
perumusan kebijakan: 

n melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran dalarn lingkup Satuan; 

o. menyusun Standar Operaaional Prosedur sesuai rincian tugas dan 
melakukan evaluasi Standar Operaaional Prosedur; 

p. melakukan koordinaai dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 
dan non pemerintah dala.m rangka penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan bidang Kctentraman dan Kctertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat, sub umsan Ketentraman dan Keteniban 
Umum aerta sub urusan Kebakaran; 

q. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyclenggaraan 
kebijakan teknia di Bidang Subbagian Program, 

r. menilai kincrja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

s. menyusun Japoran ha&il pelaksanaan tugas Kepala Satuan dan 
mcmberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

t. melaksanakan tugas kcdiruuan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

,,..._2 
Subbagian Umum, Kcpegawaian Dan Hukum 

Paaal 7 
(1) Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum diprmpm oleh Kepala 

Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum mempunyai tugas 
membantu Sekretaria dalam mengumpulkan bahan dan melakukan 
urusan kc:tatausahaan, pelayanan infonnasi, adminlstrasi pengadaan, 
pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan ruma.h tangga scrta 
mengelola admimatraai kepegawaian dan hukum dalam lingk:up Satuan. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1 ), meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendisuibusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaa; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingk:ungan Satuan untuk mengctahui perkembangan pela.ksanaan 
tugas; 

d. menyusun nmcangan, mengorcksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naakah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat scsuai bidang tugaanya; 
r. melakaanakan dan mengevaluasi pelaksa.naan Survey Kepuasan 

Masyarakat lingkup Satuan; 
g. membantu Sekretaris menyusun dan membuat Laporan Analisia 

Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan; 
h. melakukan pengklasifikasian surat menurutjenisnya; 
1. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas dalam lingk:up Saluan; 
J· menyiapkan b6han dan menyusun administrasi pengadaan, 

pendisuibus1an, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 
barang; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisaa.i barang scrta ' menyuaun laporan barang inventaris; 
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I. melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengclo!aan urusan 
mmah tangga aatuan; 

m. menyi.e.pkan bahan penyusunan Standar Pelayanan dan me.lakukan 
eva!uasi dalam lingkup Satuan; 

n. mengoordinasikan dan mclakukan pcngumpulan, pengolahan, 
penyajian data dan infonnasi aerta fasilitasi pelayanan informasi dan 
pengaduan dalam lingkup Satuan; 

o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pelakaanaan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lingkup Satuan; 

p. mempersiapkan clan mengoordinasilcan pelaksaanaan rapat Satuan, 
upac:ara bendera, kehumasan dan keprotokoleran dalam lingkup Satuan; 

q. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kchadiran 
pegawai; 

r. mengoordina&kan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan 
perjalanan dinas pegawai; 

s. menyiapkan bahan, mcngoordinasikan dan memfasihtasi kegiatan 
organisa.ai dan tatalaksana; 

t. melaksanaka.n pengumpulan ba.han Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Refonnasi Birokrarii dalam lingkup Satuan; 

u. menyiapkan bahan dan mengclola administrasi kepegawaian dalam 
lingkup Satuan; 

v. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia 
aparatur dalam lingkup satuan; 

w. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan 
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dalam 
lingkup Satuan; 

x. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan 
produk hukum di llngkup Satuan; 

y. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sesuai 
rincian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur 
dalam lingkup Satuan; 

z. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelengga.raa.n 
kebijakan teknis di Bidang Subbagian Program; 

aa. melakukan koordinaai dan konaultaa1 dengan !embaga pemerintah 
dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan uruaan 
Pemerintahan bidang Ketentnunan dan Ketertiban Umum serta 
Pcrlindungan Masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Keteniban 
Umum aerta sub uruaan Keba.karan; 

bb. menilai kinerja Pcgawai Aparatur Sipil Negara seauai ketcntuan 
Pcraturan Per Undang-undangan; 

cc. menyuaun laporan haail pelaksanaan tugas Kepala Satuan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumuaan kebijakan; dan 

dd. melaksanakan tugaa kedinasan lain yang diperintahkan atasan seauai 
dengan bidang tugasnya. 
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(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan :,ebagaimana dimaksud pada ayat (]). meliputi: 
a. menyusun rencana kcgiatan Subbagum Kcuangan aebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan mcmberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevetuasi pelaluianaan tugas daJam 

lingkungan Satuan untuk mengetahui perkembe.ngan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. mcmbantu Sek:retans menyiapkan bahan, menyusun dan 

merumuakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran lingkup Satuan; 
g. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rencana 

kebutuhan barang unit, rcnama kebutuhan gaji pega.wai, dan rcnca.na 
proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran satuan; 

h. melakukan verifikaei kelengkapan administrasi penatausahaan 
keuangan Satuan; 

i. mcngoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengcluaran dan 
penerimaan kcuangan dalam lingkup Satuan; 

J· menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan dalam lingkup 
Satuan; 

k menyusun realiaasi perhitungan anggaran da1am lingkup Satuan; 
I. mcngevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan dalam lingkup 

Satuan; 
m. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan den menindaklanjuti 

laporan hasil pemerikeae.n keuangan dalam lingkup Satuan, 
n. mcnyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur seauai 

rincian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Proaedur; 
o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasa.n penyelenggaraan 

kebijakan teknis di Bidang Subbagian Keuangan; 
p. melaksanakan koordmast dan konsultasi dengan lcmbaga pemerintah 

dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan bidang Ketentraman dan Kcteniban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat, sub urusa.n Kctentraman dan Keteniban 
Umum sena sub urusa.n Kebakaran; 

q. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara aesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

r. menyusun lapora.n hasil pelakaanaan tugas KepeJa Satuan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasa.n sebagai bahan 
perumusan keb1jakan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasa.n lain yang diperintahkan atasa.n sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah ...... 

(I) Bidang Penegakan Perundang-undangan Dacrah dipimpin oleh Kepala 
Bidang Penegakan Pemndang-undangan Daerah yang mempunyai tugas 
membantu Kepala Satuan daJam merencanakan, mengoordinasikan, 
membina, mengawasi dan mcngendahkan, serta mengevaluasi di bidang 
pe:mbinaan pengawasan penyuluhan, penyelidikan penyidikan dan ' penindakan. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ, Kepala 
Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan 
fungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan 

kegiatan di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program 

dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; 
e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program 

dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang·undangan Daerah; dan 
d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan rungsinya 
(3) Uraian tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penegakan Perundang-undangan 

Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugs.a; 
e. memantau, mengawasi dan mengevaJuaei pelaksanaan tugae lingkup 

Satuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tuga.s; 
d. menyusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 
e. mengikuti rapat-rape.t sesuai bidang tuga.snya, 
f. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan rugas; 

g. melakukan pembinaan Penyidik Aparatur Sipil Negara; 
h. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sesuai 

rincian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 
1. menyelenggs.rakan monitoring, evaluasi dan pengawaaan 

penyelenggaraan kebijakan teknia sesuai Bidang tugas; 
j. menyelenggarakan koordinaai dan konsu\tasi dengan lembaga 

pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 
serta Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketentraman dan 
Ketertiban Umum serta sub urusan Kebakaran; 

k. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara eeeuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

I. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Satuan dan 
memberikan saran pertimba.ngan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusa.n kebijakan; dan 

m. melaksanakan tugas kedinaaan lain yang dipenntahkan atasan eeeuai 
dengan bidang tugasnya . 

.,,,..,.,, 
Sebi Penyelidikan dan Penyidikan 

Pasal 10 
(I) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin o\eh Kepala Seka1 

Penyelidikan dan Penyidikan aebagaiamana dimaksud dalrun Paaal 3 ayat 
(1) huruf c angka 2 dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
memba.ntu Kepala Bidang da!am menyiapkan bahan dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan Penyelldtkan dan Penyidikan. 

(2) Untuk melaksanakan tugaa !ICbagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Sekai Penyelidikan dan penyidikan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebija.kan teknia dan penyelenggaraan tugaa program dan ' 

kegiatan Seksi Penyelidikan dan penyidilcan; 
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b. pembinaan, pengk:oordinasian, pengendalian dan pengawasan 
program dan kegiatan Seks1 Penyehdikan dan penyidikan; 

c. pelaksanaan monitoring, evaluaai dan pelaporan tugaa Seksi 
Penyelidikan dan penyidtkan: dan 

d. penyelenggaraan rungsi lain yang diberikan o!eh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan funglilflya 

(3) Uraian tug.as Kepala Seksi Penyehdikan dan Penyidikan eebagaimana dimakaud pada ayat (I), meHputi: 
a. menyuaun rencana kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan 

eebapi pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugaa di 

Satuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugaa; 
d. menyuaun rancangan, mengoreksi, mcmaraf dan/ata.u 

menandatangani naskah dinas; 
e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
r. menyusun rancangan, mengorekai dan memaraf naska.h dinas; 
g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup 

Seksi Penyehdtkan dan penyidikan; 
h. melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran penegakan 

perundang-undangan daerah; 
i. melakukan pengk:ajian penyelidikan dan penyidikan terhadap 

pelanggaran penegakan perundang·undangan Daerah; 
j. menghimpun dan menyuaun rencana penyelidikan dan penyidikan; 
k. mengccrdinasikan tindak lanjut hasil penyelidikan dan penyidtkan 

dan penyelenggaraa.n penegakan perundang-undangan Daerah dan 
peraturan pelaksanaannya; 

I. menyuaun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur seauai 
rincian tuga.a dan melakukan evaluaai Standar Operaaiona.1 Pn»edur; 

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan 
kebijakan teknis di Bidang Sek8i Penyelidikan dan Penytdtkan; 

n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 
dan non pemenntah dalam rangka penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketcrt.iban Umum eerte 
Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban 
Umum serta sub urusan Kebakaran; 

o. menilai kinerja PegawB.l Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

p. menyusun laporan haail pelaksanaan tuga.a Kepala Satuan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebiJakan; dan 

q. melaksanakan tugaa kedinasan lain yang dipenntahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugaanya 

Paragrnf2 
Scksi Pemberdayaan Penyidik Aparatur Sipil Negara 

Pasal 11 
(I) Scksi Pemberdayaan Penyidrk Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh Kepala 

Sekisi Pemberdayaan Penyidik Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan pembinaan clan 
penyelenggaraan Pemberdayaan Pcnyidik Aparatur Sipil Negara. 

{2) Untian tuga.a Kepala Seksi Pemberdayaan Penyidik Aparatur Sipil Negara 
eebagaimana dimaksud pad a ayat (I), meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Sckai Pcmberdayaan Pcnyidik Aparatur ! Sipil Negara sebagai pedoman dalam pelaksana.an tugas; l 
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b. pembinaan, pengk:oordinasian, pengendalian dan pengawasan 
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a. menyuaun rencana kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan 

eebapi pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugaa di 

Satuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugaa; 
d. menyuaun rancangan, mengoreksi, mcmaraf dan/ata.u 

menandatangani naskah dinas; 
e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
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rincian tuga.a dan melakukan evaluaai Standar Operaaiona.1 Pn»edur; 

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan 
kebijakan teknis di Bidang Sek8i Penyelidikan dan Penytdtkan; 

n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 
dan non pemenntah dalam rangka penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketcrt.iban Umum eerte 
Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban 
Umum serta sub urusan Kebakaran; 

o. menilai kinerja PegawB.l Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

p. menyusun laporan haail pelaksanaan tuga.a Kepala Satuan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebiJakan; dan 

q. melaksanakan tugaa kedinasan lain yang dipenntahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugaanya 

Paragrnf2 
Scksi Pemberdayaan Penyidik Aparatur Sipil Negara 

Pasal 11 
(I) Scksi Pemberdayaan Penyidrk Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh Kepala 

Sekisi Pemberdayaan Penyidik Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan pembinaan clan 
penyelenggaraan Pemberdayaan Pcnyidik Aparatur Sipil Negara. 

{2) Untian tuga.a Kepala Seksi Pemberdayaan Penyidik Aparatur Sipil Negara 
eebagaimana dimaksud pad a ayat (I), meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Sckai Pcmberdayaan Pcnyidik Aparatur ! Sipil Negara sebagai pedoman dalam pelaksana.an tugas; l 
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b. mendistribusikan dan memberi pctunjuk pclaksanaan tugas; 
e. memantau, mengawa81 dan mengeva1uasi pclaksanaan tugas lingkup 

Satuan untuk mengetahui pcrkembangan pelaksanaan tugas; 
d. menyusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 
e. mengilruti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemberdayaan Penyidik 

Aparatur Sipil Negara; 
g. mclakukan pencgakan Pcraturan Daerah dan Pcraturan Bupati; 
h. mclakukan pembinaan Pcnyidik Aparatur Sipil Negara di Daerah; 
i. mcngatur dan melaksanakan pemcriksaan dan penuntutan terhadap 

pclanggaran Peraturan Daera.h dan Pcraturan Perundang-undangan 
Daerah lainnya berdasarkan ketentuan yang bcrlaku; 

j. melakukan koordinasi da1am rangka pelakaanaan tugas Seksi 
Pemberdayaan Pcnyidik Aparatur Stpil Negara; 

k. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneltti keterangan at.au 
laporan berkenaan tindak pidana pelanggaran Pcraturan Bupati atau 
Pcraturan Daerah agar keterangan at.au laporan tersebut menjadi 
lcngkap dan jelas; 

I. mcncrima, mcncari, meminta keterangan, barang bukti dari orang 
pribad.i at.au badan sehubungan dengan tindak pidana pclanggaran 
Pcraturan Daerah ateu Pcraturan Bupati; 

m. menyuaun dan melaksanakan Standar Opcraaional Prosedur aesuai 
uraian tugas dan melakukan eva.luasi Standar Operasional Prosedur; 

n. mclaksanakan monitoring, eva.luasi dan pengawall8.Jl penyelenggaraan 
kcbtjakan tcknis di Bidang Seksi Pernbcrdayaan Pcnyidik Aparatur 
Sipil Negara; 

o. melaksanakan koordinasi dan konsultaai dengan lembaga pemerintah 
dan non pemerintah dalam rangka penyclenggaraan urusan 
Pcmerintahan bidang Ketcntraman dan Kctcrt:iban Umum aerta 
Perlindungan Masyamkat, sub urusan Ketcntraman dan Keterbban 
Umum sena sub urusan Kcbakaran; 

p. menilai kinerja Pcgawai A!)6J'8.tur Sipil Negara aesuai kctentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

q. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Satuan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang d1pelintahkan atasan aesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kcempat 
Bidang Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyamkat 

Pa,aJ 12 
(I) Bidang Kctertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh 

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentcraman Masyarakat 
mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam merencanakJln, 
mcngoordinasikan, membina, mengawasi dan mengcndalikan ketertiban 
dan ketcnteraman umum. 

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala 
Bidang Ketertiban Um um dan Ketentcraman Masyarakat 
menye!enggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyclenggaraan tugas program dan 

kegiatan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; � 
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b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program 
dan kegratan Bidang Ketertiban Umum dan Ketcnteraman 
Masyarakat; 

c. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program 
dan kegiatan bidang Ketertiban Umum dan Ketcnteraman Masyarakat; 
d= 

d. penyelengga.raan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan seauai 
dengan tugaa dan fungainya. 

(3) Uraian tugaa Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentcraman 
Maayarakat scbagaimana dimaksud pada ayat ( I), meltputi : 
a. menyusun rencana kc:giatan Bidang Ketertiban Umum dan 

Ketentcraman Masyarakat sebe.gai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendiatribuaikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaa; 
c. memantau, mengawaai dan mengevaluasi pc:taksanaan tugu dalam 

lingkungan Satuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat seauai bidang tugaanya; 
f. menangani gangguan ketentcraman dan ketertiba.n umum dalam 

daerah; 
g. melakukan koordinasi dengan Jnstanai terkait dalam rangka 

pembinaaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran 
Ketertiban Umum dan Ketcnteraman Maayarakat serta penegakan 
Pc:raturan Daerah, Pere.turan Bupati dan Keputusan Bupati; 

h. melaksanakan pengkajian Brdang Ketertiban Umum dan 
Ketenteraman Masyarakat; 

1. melaksanakan penanganan pengaduan adanya pe\anggaran Ketertiban 
Umum dan Ketentcraman Maayarakat; 

j. melakukan pengawalan pejaba.t atau orang penting dan pengamanan 
tcmpat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi; 

k. melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian 
pengamanan, ketertiban umum dan ketentenunan masyarakat; 

I. melaksanakan penanganan dan pengcndalian ak3i unjuk rasa dan 
kerusuhan maasa; 

m. menyuaun laporan haail pelaksana.an tugas Bidang Ketertiban Umum 
dan Ketenteraman Masyarakat dan membenkan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

n. menyuaun dan melaksanakan Standar Operasional Proaedur seauai 
uraian tug.a.a dan mela.kukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 

o. menyelenggarakan monitoring, evalua.si dan pengawaaan 
penyelenggaraan kebtjakan teknis di Bidang Ketertiban Umum dan 
Ketenteraman Masyarakat; 

p. menyelenggaraka.n koordinasi dan konaultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalaJn mngka penyelenggaraan 
urusan Pcmerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 
serta Pcrlindungan Masyarakat, sub urusan Ketentraman dan 
Ketertiban Umum serta sub urusan Keba.karan; 

q. menilai kinerja Pcga.wai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peratumn Per Undang-undangan; 

r. menyusun laporan basil pelaksa.naan tugaa Kepala Saluan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumulB.11 kebijakan; da.n 

s. melaksanakan tug.as kedinasan Jain yang diperintahkan ataaan aeauai \ dengan bidang tugasnya. 
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Paragrafl 
Sekili Operasi dan Pengendalian 

PasaJ 13 
(1) Seksi Operasi dan Pengcndalian dipimpin olch Kcpala Seksi Operasi dan 

Pengcndalian mcmpunyai tugas mcmbantu Kcpala Bidang mclakaanakan 
opcrasi dan pengendalian. 

(2) Uraian tugas Kcpala Sckti Operas! dan Pengendalian scbegalmana 
dimaktud pada ayat (I), mcliputi: 
a. mcnyuaun rencana kcgiatan Seksi Operas! dan Pcngendalian scbagru 

pedoman dalam pclakaanaan tugas; 
b. mcndistribusikan dan mcmberi petunjuk pclaksanaan tugas: 
e. mcmantau, mcngawasi dan mcngcvaluasi pclaksanaan tugas dalam 

lingkungan Satuan untuk mcngetahul pcrkcmbangan pclaksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengorekst, mcmaraf dan/atau 
mcnandatangant naskah dinas; 

c. mcngikuti rapat-rapat sctuai bidang tugaanya; 
r. menyueun dan mclaksanakan Standar Opcraaiona.l Prosectur 11Csuai 

rincian tugas clan melakukan evaluasi Standar Opcrasional Pro&edur; 
g. melalukan sosialisa.si penyclenggaraan kctcrtiban umum dan 

ketcnteraman masyarakat; 
h. melaksanakan pcngaturan, pcnjagaan, pengawalan dan patro\i 

penyelenggaraan ketertiban umum dan kctcntcraman maayaraka.t; 
1. mclaksanakan monitoring, cvaluasi dan pcngawasan pcnyclenggaraan 

kcbijakan tcknia di Bidang Seksi Opcrasi dan Pengendalian; 
J. melaksanakan koordinasi dan konaultasi dengan lcmbaga pcmcrintah 

dan non pemerintah da.larn rangka penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketcrtiban Umum IICrta 
Perlindungan Masyarakat, 6Ub urusan Kctcntraman dan Kctertiban 
Umum scrt.a sub urusan Kcbakaran; 

k. mcnilai kincrja Pegawai Aparatur Sipil Negara IICSUW ketcntuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

I. menyusun lapora.n basil pclaksanaan tug.as Kepala Satuan dan 
mcmbcrikan saran penimbangan kcpada Atasan sebagai ba.han 
pcrumusan kebijakan; dan 

m. mclaksanakan tugas kcdinasan lain yang dipcrintahkan atasan 11CSuai 
dcngan bidang rugaenya. 

Paragraf2 
Seksi xerjeseme, dan Perbantuan 

Pue.I 14 
(I) Seksi Kcrjasama dan Perbantuan dipimpin oleh Kepala Seksi Kerjasama 

dan Perbantuan mcmpunyai tugas membantu Kcpala Bidang meJakukan 
pembinaan terhadap penyelcnggaraan Kerjasama dan Perbantuan. 

(2) Uraian tugas Kepala Sekei Kcrjaaama dan Perbtl.ntuan sebaga.imana 
dimaktud pe.da ayat (IJ, meliputi: 
a. menyusun rencana kcgiatan Seksi Kcrjasa.ma dan Perbantuan 6Cbegai 

pcdoman dalam pclaksanaan tugas; 
b. mendistribustkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugae; 
c. memantau, mcngawasi dan mcngcvaluasi pclaksanaan tugas dalam 

lingkungan Satuan untuk mengetahui pcrkembangan pelaksanaan i tu gas; 
\ 
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\ 
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d. menyusun rancangan, mengorcksi, rnemaraf dan/atau menandatangani naakah dinas: 
e. mengilcuti rapat-rapat aesuai bidang tugasnya; 
f. menyiapkan dan menyusun konaep bahan kerjasama penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat: 
g. melakukan bimbingan teknis dan menyusun konsep bahan kerja 

sa.ma penyelengga.raan ketertiban umum dan ketenteraman umum; 
h. menyusun laporan haail pelaksanaan tugas Sekai Kerjasama dan 

Perbantuan dan memberikan saran pertimbangan kepe.da atasan 
aebaga.i bahan perumusan kebijakan; 

1. menyusun pedoman be.ban fasilitasi kegiatan kerjasama 
penyclenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 

j. menyusun dan mele.ksanakan Standar Operaaional Prosedur aeauai 
ura.ian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Pro rdur; 

k. mele.ksanakan koordina& dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 
dan non pemerintah da.larn rangka penye!engga.raan urusan 
Pemerintahan bidang Ketentraman dan Keteniban Umum serta 
Perlindungan Maayarakat, aub uruaan Ketentraman dan Ketertiban 
Umum aerta sub uruaan Kebakaran; 

I. mele.ksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan 
kebiJakan teknis di Bidang Seksi Kerja.sama dan Perbantuan: 

m. menilai kinerja Pegawai Ape.ratur Sipil Negara aesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Satuan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

o. melalcaanakan tugas keclinasan lain yang diperintahkan ata.san aeauai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kelima 
Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

Pasa.l 15 
( I) Bidang Pemadam Kebakaran dan Pen ye lama tan dipimpin oleh Kepala 

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyclamatan mempunyai tugas 
membantu Kepala Satuan dalam pelaksana.an pembinaan dan 
pengawasan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 

(2) Untuk mela.kaanakan tugaa sebagaimana dimaksud pada ayat fl), Kepala 
Bklang Pernadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan 

kegiatan di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyrlamatan; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program 

dan kegiatan bidang Perna.dam Kebakaran dan Penyelamatan; 
c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi clan pelaporan tugaa program 

dan kegiatan Bidang Pemadam Kebaka.ra.n dan Penyelamatan; dan 
d. penyclenggaraan Iungei lain yang dibcrikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsmya. 
(3) Ul'8.Uln tugs.a Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyeiamatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat {I), meliputl: 
a. menyusun rcncana kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelakaanaan tugas; 
c. memantau, mengawaai dan mengevaluaai pelakaanaan tugaa dalam 

lingkungan Satuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan ' tugas; 
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d. menyusun rancangan, mengorcksi, rnemaraf dan/atau menandatangani naakah dinas: 
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d. menyusun rance.ngan, mengoreksi, rnemaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. melaksanakan pemadam kebakaran di Seksi Pemadaman dan 

Penangulangan Kebakaran dan Seksi Pelatihan dan Penccgahan 
Kebakaran; 

g- mengoordinasikan dan melaksanakan peningkatan kwahtas sumber 
daya manusia dilingkup pemadam kebakaran; 

h. menyusun laporan hasi\ pelaksanaan tugas Bidang Pemadam 
Kebakaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; 

1. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan 
dan penanggulangan bahan berbahaya dan beracun kebaka.ran dalam 
Daerah; 

j. menyusun dan melaksanaka.n Standar Operasional Prosedur sesuai 
rincian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 

k. menyelenggarakan koordinaai dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalarn rangka penyelenggaraan 
uruean Pemerintahan bidang Ketentra.man dan Ketertiban Umum 
serta Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketentraman dan 
Ketertiban Umum serta sub urusan Kebaka.ran; 

I. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pemadam Kebakaran; 

m. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara seauai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

n. menyusun laporan hasil pelaksa.na.an tugas Kepala Satuan clan 
membenkan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijaka.n; dan 

o. melakaanakan tugaa kedinasan lain yang diperintahkan ataaan seauai 
dengan bidang tugasnya. 

Puag,afl 
Seksi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran 

Pasal 16 
(I) Seksi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh Kepa.la 

Seksi Pemadam dan Penanggulangan Keba.karan mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang dalam melakukan pemadrunan keba.karan eerta 
penanggulangannya. 

(2) Uraian tugas Kepala. Seksi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I), meliputi ; 
a. menyusun rence.na kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran aebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengcva]uasi pelaksanaan tug.as dalam 

lingkungan Satuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani na.skah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugaanya; 
f memantau, mengawaai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalarn 

lingkungan Seksi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

g. menyusun rancangan, mengoreksi dan memarafnas.kah dinas; 

' 
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d. menyusun rance.ngan, mengoreksi, rnemaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. melaksanakan pemadam kebakaran di Seksi Pemadaman dan 

Penangulangan Kebakaran dan Seksi Pelatihan dan Penccgahan 
Kebakaran; 

g- mengoordinasikan dan melaksanakan peningkatan kwahtas sumber 
daya manusia dilingkup pemadam kebakaran; 

h. menyusun laporan hasi\ pelaksanaan tugas Bidang Pemadam 
Kebakaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; 

1. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan 
dan penanggulangan bahan berbahaya dan beracun kebaka.ran dalam 
Daerah; 

j. menyusun dan melaksanaka.n Standar Operasional Prosedur sesuai 
rincian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 

k. menyelenggarakan koordinaai dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalarn rangka penyelenggaraan 
uruean Pemerintahan bidang Ketentra.man dan Ketertiban Umum 
serta Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketentraman dan 
Ketertiban Umum serta sub urusan Kebaka.ran; 

I. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pemadam Kebakaran; 

m. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara seauai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

n. menyusun laporan hasil pelaksa.na.an tugas Kepala Satuan clan 
membenkan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijaka.n; dan 

o. melakaanakan tugaa kedinasan lain yang diperintahkan ataaan seauai 
dengan bidang tugasnya. 

Puag,afl 
Seksi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran 

Pasal 16 
(I) Seksi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh Kepa.la 

Seksi Pemadam dan Penanggulangan Keba.karan mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang dalam melakukan pemadrunan keba.karan eerta 
penanggulangannya. 

(2) Uraian tugas Kepala. Seksi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I), meliputi ; 
a. menyusun rence.na kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran aebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengcva]uasi pelaksanaan tug.as dalam 

lingkungan Satuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani na.skah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugaanya; 
f memantau, mengawaai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalarn 

lingkungan Seksi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

g. menyusun rancangan, mengoreksi dan memarafnas.kah dinas; 

' 
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h. mcngoordinasikan dan mclakukan bimbingan dan konsultasi 
pelaksanaan tugas Seks1 Pemadam dan Penanggulangan Kcbakaran; 

i. mcnyusun program dan kcgiatan pembinaan opera.sional dan 
pencrtiban, kctcntcraman dan kctcrtiban umum, pencgakan Peraturan 
Dacrah, Peraturan Bupati dan Kcputusan Bupati; 

j. mclaksanakan dan mcmclihara kctcntcnunan dan kctcrtiban umum, 
penegakan Peraturan Daerah, Pera.turan Bupati dan Kcputusan 
Bupati; 

k. mclaksanakan inspeksi peralatan protcksi kcbakaran; 
I. mclakukan invcstigasi kejadian kcbakaran; 
m. mclakukan pemberdayaan masyarakat dalam penccgahan kcbakaran; 
n. mclaksanakan penyiapan perumusan kcbijakan dan fasilitasi 

pelaksanaan; 
o. mcnyusun laporan hasil pela.ksanaan kcgiatan Seksi Pemadam dan 

Penanggulangan Kcbaks.ran dan mcmberikan saran pertimbangan 
kcpa.da pimpinan sebagai bahan perumusan kcbijakan; 

p. mcnyuaun Standar Operasional Proaedur sesuai rincian tugaa dan 
mclakukan cvalua.si Standar Operasional Proaedur; 

q. mclaksanakan koordinasi dan konaultasi dcngan lcmbaga pemcrintah 
dan non pemcrintah dalam rangka penyclcngga.raan urusan 
Pemcrintahan bidang Kctentraman dan KctertJ.ban Umum aerta 
Perlindungan Masyarakat, aub urusan Kctentraman dan Ketertiban 
Umum serta aub urusan Kebakaran; 

r. mclaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyclcnggaraan 
kcbijakan tekme di Bidang Pemadam Kebakaran; 

s. menilai kincrja Pegawai Ape.catur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Pera.turan Per Undang-undangan; 

t. mcnyuaun laporan hasil pelaksanaan tugas Kcpala Satuan dan 
mcmberikan saran pertimbangan kcpada Atasan sebagai bahan 
perumusan kcbijakan; dan 

u. mclaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. _, 

Seks.i Sarena dan Prasarana 

Pa.sat ]7 
(I) Seksi Sarana dan Prasara.na dipimpin olch Kcpala Seksi Sarana dan 

Prasarana mcmpunyai tugaa mcmbantu Kcpa!a Bidang mcnyiapkan 
bahan pembinaan dan pcnyclcnggaraan Sarana dan Prasa.rana 
masyarakat. 

(2) Uraian tugas Kcpala Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), mcliputi: 
a. mcnyuaun rencana kcgiatan Seksi Sarana dan Prasarana sebagai 

pcdoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mcndistribusikan dan mcmberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mcngawaai dan mcngcvaluasi pclaksanaan tugas dalam 

Jingkungan Satuan untuk mcngctahui pcrkcmbangan pelaksanaan 
tugaa; 

d. mcnyusun rancangan, mcngoreksi, mem.araf dan/atau 
mcnandatangani naskah dmas; 

c. mcngikuti rapat-rapat sesuai bidang tugaanya; 
f. mclakaanakan pcngawasan dan pcncrtiban terhadap auet daerah; 
g. mcnyiapkan bahan pcdoman tekms pclaksanaan operasional Seksi ' 

Sarana dan Prasarana; 
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pencrtiban, kctcntcraman dan kctcrtiban umum, pencgakan Peraturan 
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a. mcnyuaun rencana kcgiatan Seksi Sarana dan Prasarana sebagai 
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Sarana dan Prasarana; 
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h. mclaksanakan pcnyusunan dan analisis data bahan koordinasi Sck.si. 
sarana dan prasaran; 

i. mclaksanakan pcnyusunan bahan pcngkajian, bahan kcbijakan tchnis 
Scksi Sarana dan Prasara.na; 

J. mcnyusun laporan hasil pclaksanaan tugas SckSI Sarana dan 
Prasarana dan mcmbcrikan saran pcrtimbangan kcpada atasan 
scbagai bahan pcrumusan kcbijakan; 

k. mcnyusun Standar Opcrasional Proscdur scsuai rincian tugas dan 
mclakukan cvaluasi Standar Opcrasional Proscdur; 

I. mclaksanakan monitoring, cvaluasi dan pcngawasan pcnyclcnggaraan 
kcbijakan tcknis dr Bidang Sckai Sarana dan Praaarana; 

m. mclaksana.kan koordinasi dan konsultasi dcngan lcmbaga pcmcrin!ah 
dan non pcmerintAh dalam rangka pcnyelcnggaraan urusan 
Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketcrtiban Umum scrt.a 
Perlindungan Masyarakat, sub urusan Kctcntraman dan Ketertiban 
Umum scrt.a sub urusan Kcbakaran; 

n. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara scsuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

o. mcnyusun laporan hasil pclaksanaan tugaa Kepala Satuan dan 
memberikan saran pcrtimbangan kepada Atasan scbagai bahan 
pcrumusan kebijakan; dan 

p, mclak.sanakan tugas kedina.san lain yang dipcrintahkan atAsan seauai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keenam 
Bidang Pcrlindungan Maayarakat 

Paaal 18 
(I) Bidang Pcrlindungan Masyarakat dipimpin olch Kcpala Bidang 

Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kcpala Satuan 
dalam merencanakan, mengoon:linasikan, mcmbina, mengawasi dan 
mengcndalikan kcgiatan Scksi Satuan Perlindungan Maay&.rakat dan 
Scksi Bina Potcnsi Masyarakat scrta Pengembangan dan Kapasitaa. 

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pads ayat (1), Kepala 
Bidang Pcrlindungan Masyarakat mcnyclcnggarakan fungsi : 
a. pcnyusunan kcbijakan tcknis dan pcnyclcnggaraan program kcgiatan 

di Bidang Pcrlindungan Masyarakat; 
b. pcmbinaan, pengoon:lina11an, pcngendalian dan pcngawasan tugas 

Bidang Perlindungan Masyarakat; 
c. pcnyelcnggaraan monitoring dan cvaluasi tugas Bidang Perlindungan 

Maayaraka.t; dan 
d. Pcnyelcnggaraan fungsi Jain yang diberikan olch pimpinan scsuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat eebagaimana 

dimaksud pad.a ayat ( lj, mcliputi : 
a. mcnyusun rencana kcgiatan Bidang Pcrlindungan Masyarakat scbagai 

pcdoman dalam pclaksanaan tugas; 
b. mcndistribuaikan dan mcmberi petunjuk pclaksanaan tugas; 
c. mcmantau, mcngawasi dan mcngevaluasi pelaksanaan tugas lingkup 

Satuan untuk mcngetahui perkembangan pclaksanaan tugas; 
d. mcnyusun rancangan, mcngoreksi, mcmaraf dan/atau 

mcnandatangani naskah dinae; 
e. mcngikuti rapat-rap,a.t seauai bidang tup.snya; r. mengoon:linas1kan penyueunan dan pelaksanaan rencana program 

dan kegiatan yang tcrkait dengan bidang perlindung.an rnasyarakat; ' 
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mclakukan cvaluasi Standar Opcrasional Proscdur; 

I. mclaksanakan monitoring, cvaluasi dan pcngawasan pcnyclcnggaraan 
kcbijakan tcknis dr Bidang Sckai Sarana dan Praaarana; 

m. mclaksana.kan koordinasi dan konsultasi dcngan lcmbaga pcmcrin!ah 
dan non pcmerintAh dalam rangka pcnyelcnggaraan urusan 
Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketcrtiban Umum scrt.a 
Perlindungan Masyarakat, sub urusan Kctcntraman dan Ketertiban 
Umum scrt.a sub urusan Kcbakaran; 

n. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara scsuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

o. mcnyusun laporan hasil pclaksanaan tugaa Kepala Satuan dan 
memberikan saran pcrtimbangan kepada Atasan scbagai bahan 
pcrumusan kebijakan; dan 

p, mclak.sanakan tugas kedina.san lain yang dipcrintahkan atAsan seauai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keenam 
Bidang Pcrlindungan Maayarakat 

Paaal 18 
(I) Bidang Pcrlindungan Masyarakat dipimpin olch Kcpala Bidang 

Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kcpala Satuan 
dalam merencanakan, mengoon:linasikan, mcmbina, mengawasi dan 
mengcndalikan kcgiatan Scksi Satuan Perlindungan Maay&.rakat dan 
Scksi Bina Potcnsi Masyarakat scrta Pengembangan dan Kapasitaa. 

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pads ayat (1), Kepala 
Bidang Pcrlindungan Masyarakat mcnyclcnggarakan fungsi : 
a. pcnyusunan kcbijakan tcknis dan pcnyclcnggaraan program kcgiatan 

di Bidang Pcrlindungan Masyarakat; 
b. pcmbinaan, pengoon:lina11an, pcngendalian dan pcngawasan tugas 

Bidang Perlindungan Masyarakat; 
c. pcnyelcnggaraan monitoring dan cvaluasi tugas Bidang Perlindungan 

Maayaraka.t; dan 
d. Pcnyelcnggaraan fungsi Jain yang diberikan olch pimpinan scsuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat eebagaimana 

dimaksud pad.a ayat ( lj, mcliputi : 
a. mcnyusun rencana kcgiatan Bidang Pcrlindungan Masyarakat scbagai 

pcdoman dalam pclaksanaan tugas; 
b. mcndistribuaikan dan mcmberi petunjuk pclaksanaan tugas; 
c. mcmantau, mcngawasi dan mcngevaluasi pelaksanaan tugas lingkup 

Satuan untuk mcngetahui perkembangan pclaksanaan tugas; 
d. mcnyusun rancangan, mcngoreksi, mcmaraf dan/atau 

mcnandatangani naskah dinae; 
e. mcngikuti rapat-rap,a.t seauai bidang tup.snya; r. mengoon:linas1kan penyueunan dan pelaksanaan rencana program 

dan kegiatan yang tcrkait dengan bidang perlindung.an rnasyarakat; ' 
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g. melabanakan pcmbinaan, pcngawasan dan pcnyuluhan pcrlindungan masyarakat; 
h. mengumpulkan bahan pcnyuaunan pedoman dan pctunjuk tehnis 

pcmbinaan pcrlindungan masyarakat; 
1. mcnyusun laporan hasil pclaksanaan tugas Bidang Perlindungan 

Masyarakat dan membcrikan saran pcrtimbangan kepada atasan 
scbaga.i bahan pcrumusan kcbijakan; 

j. mcnyuaun Standar Opcraaional Proscdur scsuai rincian tugas dan 
mclakukan evalua&i Standar Opcrasional Proscdur; 

k.. mengoordinasikan dan mclakaanakan pcmantauan dan evaluasi 
pclaksanaan kebijakan daerah di bidang Perlindungan Masyarakat; 

I. menyclenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawa..a.n 
pcnyclenggaraan kebijakan tcknis di Bidang Perlindungan Masyarakat; 

m. menyelenggarakan koordinasi dan konaultasi dengan lembaga 
pcmerintah dan non pcmerintah dalam rangka pcnyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 
serta Perlindunga.n Masyarakat, sub urusan Kctentra.man dan 
Ketertiban Umum scrta eub uruean Kebakaran; 

n. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara eeeuei ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

o. menyusun laporan haail pclaksanaan tugas Kepala Satuan dan 
memberikan saran pcrtimbangan kepada Atasan eebagai bahan 
pcrumusan kebijakan; dan 

p. melakaanakan tugas kedinaaan Jain yang diperintahkan atasan eeeuer 
dengan bidang tugaanya. 

Paragn,f I 
Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat 

Pasa.1 19 
(I) Seksi Satuan Perlindungan Maayaraka.t dipimpin oleh Kepala Seklli Satuan 

Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bklang 
dalam menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan perlindungan 
masyarakat. 

(2) Uraian tugas Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), meliputi; 
a. menyusun rencana kegiatan Sckai Satuan Perlindungan Masyarakat 

sebagai pedoman dalam pelakaanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi pctunjuk pclaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Satuan untuk mengetahu1 pcrkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 
naskah dinas; 

e. mengikuti rapat·rapat sesuai bidang tuga.snya; 
r. mengumpulkan dan menganalisa data dan infonnasi satuan 

perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa; 
g. menyusun kebijakan daerah di bKiang satuan perlindungan 

masyarakst; 
h. menyusun prosedur tetap, petunjuk tek.nis dan pclaksanaan satuan 

perlindunga.n masyarakat aerta pengamanan swakanla; 
i. melakukan pengkajian, mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana 
:�'."=• eatuan p,clindungan m,.,,.,..ka, dan pengamanan I 
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g. melabanakan pcmbinaan, pcngawasan dan pcnyuluhan pcrlindungan masyarakat; 
h. mengumpulkan bahan pcnyuaunan pedoman dan pctunjuk tehnis 

pcmbinaan pcrlindungan masyarakat; 
1. mcnyusun laporan hasil pclaksanaan tugas Bidang Perlindungan 

Masyarakat dan membcrikan saran pcrtimbangan kepada atasan 
scbaga.i bahan pcrumusan kcbijakan; 

j. mcnyuaun Standar Opcraaional Proscdur scsuai rincian tugas dan 
mclakukan evalua&i Standar Opcrasional Proscdur; 

k.. mengoordinasikan dan mclakaanakan pcmantauan dan evaluasi 
pclaksanaan kebijakan daerah di bidang Perlindungan Masyarakat; 

I. menyclenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawa..a.n 
pcnyclenggaraan kebijakan tcknis di Bidang Perlindungan Masyarakat; 

m. menyelenggarakan koordinasi dan konaultasi dengan lembaga 
pcmerintah dan non pcmerintah dalam rangka pcnyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 
serta Perlindunga.n Masyarakat, sub urusan Kctentra.man dan 
Ketertiban Umum scrta eub uruean Kebakaran; 

n. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara eeeuei ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

o. menyusun laporan haail pclaksanaan tugas Kepala Satuan dan 
memberikan saran pcrtimbangan kepada Atasan eebagai bahan 
pcrumusan kebijakan; dan 

p. melakaanakan tugas kedinaaan Jain yang diperintahkan atasan eeeuer 
dengan bidang tugaanya. 

Paragn,f I 
Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat 

Pasa.1 19 
(I) Seksi Satuan Perlindungan Maayaraka.t dipimpin oleh Kepala Seklli Satuan 

Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bklang 
dalam menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan perlindungan 
masyarakat. 

(2) Uraian tugas Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), meliputi; 
a. menyusun rencana kegiatan Sckai Satuan Perlindungan Masyarakat 

sebagai pedoman dalam pelakaanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi pctunjuk pclaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Satuan untuk mengetahu1 pcrkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 
naskah dinas; 

e. mengikuti rapat·rapat sesuai bidang tuga.snya; 
r. mengumpulkan dan menganalisa data dan infonnasi satuan 

perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa; 
g. menyusun kebijakan daerah di bKiang satuan perlindungan 

masyarakst; 
h. menyusun prosedur tetap, petunjuk tek.nis dan pclaksanaan satuan 

perlindunga.n masyarakat aerta pengamanan swakanla; 
i. melakukan pengkajian, mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana 
:�'."=• eatuan p,clindungan m,.,,.,..ka, dan pengamanan I 
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J. mengoordinir dan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan 
rencana program dan kegiatan yang terkait dengan bidang Satuan 
Perlindungan Masyarakat; 

k. menyusun kebutuhan satuan perlindungan masyaraka.t yang bertugas 
di Tempat Pemungutan Suara dan teknilc pelaksanaan pembekalan 
pada pcm.du; 

I. mengoordinir dan mengoordmasikan penyiapan satuan perlindungan 
masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan 
pemilihan umum; 

m. menyiapkan dan melakukan kearapsiagaan satuan perlindungan 
masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan 
penyelamatan korban bencana; 

n. membuka Pos pantau bencana sebaga.i media informasi satuan 
perlindungan masyarakat; 

o. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai rincian 
tugas dan melakukan evaluasi terhadap Standar Operasional Proeedur 
sesuai ketentuan; 

p. mengoordinir pelaksane.an monitoring, evaluasi dan pengawa.san 
penyelenggaraan kebijakan teknia di Bidang Sekai Satuan Perlindungan 
Masyarakat; 

q. melaksa.nakan koordinasi dan konsultasi dengan Jembaga pemerintah 
dan non pemerintah dalam rangka. penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum scrta 
Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban 
Umum serta sub urusan Kebakaran; 

r. meniJai kmerja Pegawa:a Aparatur Sipil Negara scsuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

e. menyusun laporan has\1 pelaksanaan tugas Kepala Satuan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan eebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan Jain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Paragraf2 
Seksi Bina Potensi Masyarakat. 

Paaal 20 
(I) Sekai Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Bina Potensi 

Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan 
bahan pembinaan penyelenggaraan Bina Potensi Masyarakat. 

(2) Uraian tugas Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat sebaga.imana 
dimaksud pada ayat (I), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Sekai Bina Pctener Maayarakat aebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan rugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugaa dalam 

lingkungan Saruan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang rugasnya, 
f. menyiapkan rencana kegiatan pembinaan dan pengcmbangan potenai 

maayarakat dilingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan; 
g. melaksanakan soaialisasi da.n pembinaan untuk peringatan dini di 

� Jingkungan pemuldman, pekerjaan dan pendidikan; 

1 
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J. mengoordinir dan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan 
rencana program dan kegiatan yang terkait dengan bidang Satuan 
Perlindungan Masyarakat; 

k. menyusun kebutuhan satuan perlindungan masyaraka.t yang bertugas 
di Tempat Pemungutan Suara dan teknilc pelaksanaan pembekalan 
pada pcm.du; 

I. mengoordinir dan mengoordmasikan penyiapan satuan perlindungan 
masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan 
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m. menyiapkan dan melakukan kearapsiagaan satuan perlindungan 
masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan 
penyelamatan korban bencana; 

n. membuka Pos pantau bencana sebaga.i media informasi satuan 
perlindungan masyarakat; 

o. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai rincian 
tugas dan melakukan evaluasi terhadap Standar Operasional Proeedur 
sesuai ketentuan; 

p. mengoordinir pelaksane.an monitoring, evaluasi dan pengawa.san 
penyelenggaraan kebijakan teknia di Bidang Sekai Satuan Perlindungan 
Masyarakat; 

q. melaksa.nakan koordinasi dan konsultasi dengan Jembaga pemerintah 
dan non pemerintah dalam rangka. penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum scrta 
Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban 
Umum serta sub urusan Kebakaran; 

r. meniJai kmerja Pegawa:a Aparatur Sipil Negara scsuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

e. menyusun laporan has\1 pelaksanaan tugas Kepala Satuan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan eebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan Jain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Paragraf2 
Seksi Bina Potensi Masyarakat. 

Paaal 20 
(I) Sekai Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Bina Potensi 

Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan 
bahan pembinaan penyelenggaraan Bina Potensi Masyarakat. 

(2) Uraian tugas Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat sebaga.imana 
dimaksud pada ayat (I), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Sekai Bina Pctener Maayarakat aebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan rugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugaa dalam 

lingkungan Saruan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang rugasnya, 
f. menyiapkan rencana kegiatan pembinaan dan pengcmbangan potenai 

maayarakat dilingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan; 
g. melaksanakan soaialisasi da.n pembinaan untuk peringatan dini di 

� Jingkungan pemuldman, pekerjaan dan pendidikan; 

1 
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h. mengoordinir, mengoordinasikan, memfasilitaai dan melaksanakan 
pemberdayaan potensl maayarakat dilingkungan pemukiman, 
pekerjaan dan pendtdrkan dalam rangka perlindungan maayarakat dan pengamanan swaka.rsa; 

t. mengoordinir, mengoordinMikan pelaksanaan kegiatan simulasi 
potensi masyantkat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan 
pendidikan dalam perlindungan masyarakat dan pengamanan 
swakarsa: 

j. mengoordinir, mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan has.ii 
pelaksanaan tugas Seksi Bina Potensi Masyaraka.t dan memberikan 
saran pertimbangan kepada prmpinan sebagai bahan perumuean kebtjakan; 

k. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai rincian 
tugas dan melakukan evaluasi terhadap Standar Operasional 
Prosedur; 

I. menyelenggarakan pelaksanaan monitonng, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Seksi Bina Potensi 
Maayarakat; 

m. melaksanakan koordinasi dan konaultaai dengan lernbaga pemerintah 
dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Maayarakat, sub uruean Ketentraman dan Ketertiban 
Umum serta sub uruaan Kebakaran; 

n. menilai kinerja Pcgawru Aparatur Sipil Negara seauai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

o. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Satuan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai be.han 
perumusan kebijakan; dan 

p. melakaanakan tuga.s kedmaaan lain yang diperintahkan ataaan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

BAB V 
KEI.OMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA 

Pasal 21 
(l} Satuan Polim Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Pcnyelamatan 

dapat membentuk sejumlah kelompok jabatan fungaional sesuai dengan 
kebutuhan dan berdaaarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebaga.imana dimaksud 
pada ayat (l) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan 
fungsional dan pelakaana masing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada penga.turan 
sistem kerja. 

BAB VT 
TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

Pa.sal 22 
(1) Kepala Satuan dalam melaksana.kan tugas dan fungsinya berdasarkan 

kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan t perundang-undangan; 
\ 

-22 - 
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Peraturan Per Undang-undangan; 

o. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Satuan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai be.han 
perumusan kebijakan; dan 

p. melakaanakan tuga.s kedmaaan lain yang diperintahkan ataaan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

BAB V 
KEI.OMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA 

Pasal 21 
(l} Satuan Polim Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Pcnyelamatan 

dapat membentuk sejumlah kelompok jabatan fungaional sesuai dengan 
kebutuhan dan berdaaarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebaga.imana dimaksud 
pada ayat (l) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan 
fungsional dan pelakaana masing-masing berdasarkan ketentuan 
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BAB VT 
TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
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(1) Kepala Satuan dalam melaksana.kan tugas dan fungsinya berdasarkan 

kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan t perundang-undangan; 
\ 
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(2) Kepala Satuan, Sekretans, Kepa1a Bidang, Kepala Subbagian, Kepala 
Seksi, PeJabat Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkup Satuan 
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, sert.a menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, 
kerjasama, integrasr, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, 
transparansi, serta efektifitas dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan; 

(3) Kepala Satuan, Sekrctans, Kepala Bidang, Kepa1a Subbagian, Kepala 
Seksi dalam lingkungan Badan mengembangkan koordinasi dan 
kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terlcait dalam rangka 
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi 
Sadan. 

Bagi.an Kedua 
Pengendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pengawasan 

Pasal 23 
(I) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan 

Kepala Seluli dalam lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya, 
melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat 
koordina.si secara berkala dan/atau eesuai kebutuhan; 

(2) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepa.la Bidang, Kepala Subbe.gian, Kepala 
Seksi, Pejabat Fungsional, dan Pelaksa.na dalam lingk:ungan Saluan 
wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampa.ikan 
laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan seca.ra tepat waktu 
kepada ataaan masing-masing; 

(31 Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala 
Seksi dalam lingkungan Satuan melaksanakan pengawasan eeeuet 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VJI 
KETENTUAN PERAUHAN 

PaaaJ 24 
Ketentuan yang mengatur sub koordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Suaunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi eerta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebaka.ran dan 
Penyelarnatan (Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 52), 
tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan bupab tentang sistem 
kerja pada pemerintah daerah. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 
Dengan berlakunya Pcraturan Bupati ini, Pcraturan Bupati Pinrang Nomor 52 
Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 
(Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 52), dicabut dan 

� dinyatakan tidak bcrlaku. 
\ 
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(2) Kepala Satuan, Sekretans, Kepa1a Bidang, Kepala Subbagian, Kepala 
Seksi, PeJabat Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkup Satuan 
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, sert.a menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, 
kerjasama, integrasr, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, 
transparansi, serta efektifitas dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan; 

(3) Kepala Satuan, Sekrctans, Kepala Bidang, Kepa1a Subbagian, Kepala 
Seksi dalam lingkungan Badan mengembangkan koordinasi dan 
kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terlcait dalam rangka 
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi 
Sadan. 

Bagi.an Kedua 
Pengendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pengawasan 

Pasal 23 
(I) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan 

Kepala Seluli dalam lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya, 
melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat 
koordina.si secara berkala dan/atau eesuai kebutuhan; 

(2) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepa.la Bidang, Kepala Subbe.gian, Kepala 
Seksi, Pejabat Fungsional, dan Pelaksa.na dalam lingk:ungan Saluan 
wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampa.ikan 
laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan seca.ra tepat waktu 
kepada ataaan masing-masing; 

(31 Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala 
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BAB VJI 
KETENTUAN PERAUHAN 
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Penyelarnatan (Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 52), 
tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan bupab tentang sistem 
kerja pada pemerintah daerah. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 
Dengan berlakunya Pcraturan Bupati ini, Pcraturan Bupati Pinrang Nomor 52 
Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 
(Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 52), dicabut dan 

� dinyatakan tidak bcrlaku. 
\ 



Pasal 27 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar eetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal o6 }Ulu io1., 
BUPATI PINRANG 

Diundangkan di Pinrang 
pada tanggal 06 ,-..; ,a, 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANO, 

BU A A 

BERIT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 

� 
IRWAN HAMID i 
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Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal o6 }Ulu io1., 
BUPATI PINRANG 

Diundangkan di Pinrang 
pada tanggal 06 ,-..; ,a, 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANO, 

BU A A 

BERIT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 
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